
BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JATfrtrA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR IO7 TAHUN2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 19 TAHUN
2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA --

DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI PURBALINGGA,

a. bahwa dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas
pengelolaan bantuan keuangan khusus kepada
Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga,
perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19
Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan
Keuangan Ya.ng Bersifat Khusus Kepada Pemerintale
Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 19 Tahun 2A22 tentang Pedoman
Pengeloiaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khustrs
Kepada Pemerintah Desa;

Mengingat tentang
Dalam
Negara

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 2+5, Tambahan Lembaran Negara Republik

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita
Repubiik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



3. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2al4 tentang Desa

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oI4
irlo*or 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah
,dengan undang-undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang
cipta Kerja {Lembaran Negara Republik ladonesia Tahun
2A2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 65731;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2414 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2AL4 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OLq tenta.ng Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2A# tentang Desa {Lemharan Negara Republik
Indonesia Tahun 2}rc Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun zA19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tatnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2O1O tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
15 Tahun 2OlA tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20i5 Nomor 199);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa. Pemerintah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pengadaan BaranglJasa Pemerintahan {l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 63);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Furbalingga Nomor 14
Tahun 2A2O tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2O2A
Nomor 14i;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10
Tahun 2O2L tentang Anggaran Fendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2A22 {Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 10);



10. Peraturan lr{enteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2A14

tentang Pedoman Pembangunan Desa {Berita Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 2A9a\;

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 2O Tahun 2018 tentang Pengeloiaan Keuangan

Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2918

Nomor 611i;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2a2A

tentang Petunjuk Teknis Pengeloiaan Keuangan Daerah

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2A Nomor

1781);

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pimerintah Nomor 12 Tahun zgtg tentang
Pedoman PenSrusunao Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 29fi
Nomor 1367);

14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2a14
tentang Kebfiakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kabupiten Purbalingga Berbasis Akrual {Berita Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2Ol4 Nomor 73) yang
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2AZA tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Furtralingga
Nomor 73 Tahun 2AL4 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbas s
Akrual (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2A2O Nomor 87);

15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2L Tahun 2Ol9
tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2A19 Nomor 21);

16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2AZl
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita daerah Kabupaten trurbalingga Tahun 2O2L
Nomor 62);

17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2A2l
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja
Pemtrangunan Desa {Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2021 Nomor 91);

18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2A22 (Berita
Daerah Kabupaten Furbalingga Tahun 2421 Nomor 97);



MenetaPkan

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANATAS
PERATURANBUPATIPURBALINGGANOMORIgTAHUN
2A22 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN

KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA

PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2a22 tentang

Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada

pemerintah nesa (gerita Daerah Kabupaten purbalingga Nomor 19] diubah'

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Kegiatan.BKK yang telah selesai dilaksanakan serta outputnya telah

rrrencapal 100% (seratus perseratus) nalnun masih terdapat sisa

anggaran pad,a akhir tahun anggaran, *4* sisa tersebut menjadi SiLPA

dan haruu Oi"r,ggarkan temUJti pada APBDes tahun berikutnya untuk
membiayai kegiatan sesuai prioritas Desa'

t2l Kegiatan BKK yang belum dilaksanakan atau tidak dapat diselesaikan
p"Lk**., aafiya sailpai d"engan akhir tahun anggaran berjalan sesuai

irep, maka anggaran yarrg belum dipertanggungjawabkan lnenjadi SiLPA

dan harus diaiggarkan kembali paba APBDes tahun berikutnya untuk
mendanai kegiaffin yang 5e1um selesai sesuai dengan RAB yang telah

disetujui.

(3) Kegiatan BKK yang tidak dapat di laksanakan dan kegiatan yang tidak
seGsai pelaksanaanya sampai dengan akhir tahun allggaral) berjalan,
dan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaanya pada tahun berikutnya,
maka .rrgg*rri. yang beiurn clipertanggungjawabkan harus disetorkan ke

kas Daerah.

(4) pengembalian sisa anggaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dianggarkan dalam APBDes pada pengeluaran pembiayaan iainnya.

(5) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat kegiatan yang
didanai dari anggaran BKK yang tidak dapat diselesaikan atau tidak
dapat dilaksanakan akibat keadaan kahar {f,arce majeurel, maka
anggaran yang belum dipertanggungiawabkan menjadi SiLPA serta harus
dianggarakan kembali pada APBDes tahun berikutnya, dan dapat
digunakan untuk mendanai kegiatan lain sesuai prioritas desa dengan
izin Bupati;



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan
B[pati lni dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
3 o/./oAotanggal

NGGA,

G PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

S DAERAH
NGGA,

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR

,-02?.

I-. u q{i


